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Adanya upaya dari sdr. Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H. 
sebagai akademisi dan praktisi hukum untuk menulis dan 
menerbitkan buku-buku tentang hak cipta adalah sangat baik 
dan kami mengapresiasi sebagai bentuk dukungan bagi 
pemerintah dalam rangka mensosialisasikan hak cipta kepada 
masyarakat. Banyaknya persoalan hak cipta di Indonesia 
hingga saat ini, pada umumnya terjadi karena masyarakat 
masih belum sepenuhnya menghayati pentingnya penghargaan 
dan pelindungan terhadap hak-hak pencipta dan pemilik hak 
terkait. Dan persoalan ini sesungguhnya tidak hanya terjadi 
terhadap hak cipta tetapi juga terhadap karya intelektual 
lainnya yang tergabung dalam Kekayaan Intelektual (KI) seperti 
paten, merek, indikasi geografis dan lain sebagainya. 
Sebagai negara yang memiliki potensi sumber daya alam 
dan sumber daya manusia yang besar semestinya kita dapat 
meningkatkan kapasitas negara sebagai produsen penghasil 
karya-karya intelektual yang inovatif agar mampu bersaing di 
pasar global seperti MEA. Perkembangan ekonomi modern 
akibat globalisasi mengarah pada perdagangan berbasis ilmu 
pengetahuan dan komoditi karya-karya intelektual (knowledge 
based economy).  
Oleh karena itu, kita harus melakukan langkah-langkah cerdas 
yang antisipatif dengan menyesuaikan kebijakan hukum dan 
prioritas pembangunan yang berdasar pada ilmu pengetahuan 
dan teknologi dan membangun kesadaran akan pentingnya 
aturan hukum yang melindungi dan merangsang terciptanya 
karya-karya inovatif di bidang intelektual yang bermutu tinggi. 
Adanya Undang-Undang di bidang Kekayaan Intelektual 
demikian juga perubahan dan pembaruan yang dilakukan oleh 
pemerintah atas Undang-Undang tersebut pada dasarnya 
dimaksudkan sebagai langkah-langkah antisipatif dalam 
memasuki globalisasi tersebut. 
Dewasa ini, perekonomian dunia tengah bergerak 
memasuki era industri ekonomi kreatif (creative economic 
industry). Hampir seluruh negara di dunia memiliki potensi 
terkait ekonomi kreatif, termasuk Indonesia. Sektor ini telah 
berkembang di beberapa negara Asia yang dikenal sebagai 
industri yang sedang tumbuh (emerging industry). 
Karakteristik umum ekonomi kreatif merupakan pertemuan 
dari seni budaya, bisnis dan teknologi, serta bagian dari 
pengembangan potensi kreativitas yang dimiliki oleh individu 
dan komunitas masyarakat, baik berupa kreativitas artistik dan 
budaya, kewirausahaan, serta inovasi teknologi untuk 
menciptakan nilai ekonomi dan peningkatan kesejah-teraan. 
Pembangunan ekonomi kreatif perlu berpegang pada 
empat aspek yakni masyarakat, produk, tempat dan partisipasi. 
Masyarakat perlu ditingkatkan kapasitasnya melalui pening-
katan akses terhadap informasi dan pengetahuan, serta 
peningkatan keterampilan dan kompetensi yang dapat 
menunjang proses penciptaan dan inovasi 
Buku ini bedudul "Komentar UU Hak Cipta" ditulis     
sdr. Bernard Nainggolan dengan sangat baik dan panting 
dalam rangka memasyarakatkan undang-undang hak cipta. 
______ 
iii iv 
Sekapur Sirih  KOMENTAR UNDANG-UNDANG  HAK CIPTA  
 
 
Buku ini juga memuat masukan-masukan berharga bagi 
pemerintah, kalangan legislatif, para penegak hukum, dan 
masyarakat umumnya agar secara bersama-sama turut 
mengambil peran dalam rangka mewujudkan pelindungan hak 
cipta dan hak terkait yang lebih baik di Indonesia. Sama halnya 
dengan buku sebelumnya yakni Pemberdayaan Hukum   
Hak Cipta dan Lembaga Manajeman Kolektif menjadi 
referensi tersendiri bagi perumusan Undang-Undang Hak Cipta, 
khususnya di bidang Lembaga Manajeman Kolektif yang diatur 
dari Pasal 87 sampai dengan Pasal 93 Undang-Undang Hak 
Cipta ini. 
Oleh karena itu, buku ini sangat baik untuk dibaca tidak 
saja oleh akademisi dan praktisi hukum tetapi juga oleh 
kalangan penegak hukum dan masyarakat umum yang memiliki 
kepedulian terhadap upaya peningkatan pelindungan hak cipta 
dan hak terkait di Indonesia. Semoga buku ini dapat mem-
bangkitkan kreasi dan motivasi semua pihak untuk mendukung 







Memberikan apresiasi terhadap sebuah Undang-Undang, 
dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu cara yang 
mungkin efektif adalah memberikan komentar terhadap 
Undang-Undang itu sendiri. Pekerjaaan seperti ini tidak 
berarti mengabaikan kerja keras para pembuatnya, tetapi 
diharapkan akan memberikan bobot tambahan atas pelak-
sanaan Undang-Undang itu agar berfungsi efektif dalam 
mewujudkan cita-cita yang terkandung di dalamnya. 
Demikian juga diharapkan menjadi bahan refleksi atas 
perjalanan hukum yang semakin progressif.  
Demikian halnya, memberikan komentar terhadap 
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta 
(UUHC 2014), di samping memberikan apresiasi atas kerja 
Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM RI 
khususnya Dirjen Kekayaan Intelektual bersama Dewan 
Perwakilan Rakyat RI, diperlukan juga  beberapa catatan 
kritis atas Undang-Undang ini, baik dari segi teori, historis, 
politis dan sosiologis. Hal ini dimaksudkan untuk semakin 
memperkaya pemahaman kita berbagai masalah yang 
sedang dan mungkin akan kita hadapi di masa mendatang. 
Berdasarkan penelitian Penulis pada tahun 2010-2011, 
terdapat faktor-faktor penyebab mengapa di Indonesia 
pelindungan hak cipta masih lemah terutama dengan masih 
maraknya pelanggaran hak cipta, yakni: 
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1) Pemerintah kurang memiliki political will untuk menegak-
kan hukum hak kekayaan intelektual umumnya dan hak 
cipta khususnya; 
2) Hukum hak cipta kurang komprehensif; 
3) Lembaga penegakan hukum dan lembaga kemasya-
rakatan yang terkait dengan perwujudan hak pencipta 
kurang berdaya; 
4) Masyarakat kurang memiliki budaya taat hukum dan 
menghargai karya orang lain. 
Oleh karena itu, dalam proses berhukum hak cipta yang 
efektif perlu meminjam Teori Komponen Sistem Hukum dari 
Lawrence M. Friedman, diperlukan Struktur Hukum Hak 
Cipta yang memastikan bahwa wadah, organisasi atau 
lembaga pembentuk dan penegak hukum hak cipta berjalan 
dengan baik. Subtansi Hukum Hak Cipta telah dirumuskan 
oleh mereka yang kompeten berdasarkan bukan kepada 
hukum yang hidup (living law) dan antisipatif terhadap 
kecenderungan yang ada, sehingga akan menjawab 
beberapa masalah yang berkembang pesat di masa yang 
akan datang. Demikian juga Budaya Hukum Hak Cipta yang 
perlu dikembangkan melalui kesadaran hukum masyarakat, 
mengubah pola pikir terhadap hak cipta dengan berbagai 
persoalan yang timbul. Sehingga terwujud tingkat kepatuhan 
yang tinggi terhadap norma-norma hak cipta itu sendiri. 
Beberapa catatan dari buku ini dilakukan secara selektif, 
mengingat keterbatasan waktu dan pemahaman atas 
berbagai hal. Namun, diharapkan membawa manfaat bagi 
para pembaca yang budiman. 
Diawali dengan membahas objek yang dilindungi oleh 
UUHC 2014, dalam UU yang baru ini dengan jelas telah 
menentukan objek dari Hak Cipta dan Hak Terkait, walaupun 
masih menyisakan beberapa pertanyaan.   
Hak Cipta sebagai bagian dari rezim Kekayaan Intelektual 
tentu saja mengalami perkembangan terus menerus. 
Perkembangan itu tentu tidak selalu simetris, seringkali 
asimetirs, sehingga sebagai UU tidak selalu mampu me-
nangkap seluruh perkembangan yang ada. Perkembangan 
yang sangat cepat dan sporadis terjadi di dalam teknologi 
informasi mengharuskan persoalan kekayaan intelektual 
harus mengikutinya. Teknologi informasi sebagai intangible 
asset merupakan bagian dari kekayaan intelektual itu. 
Berbagai hal lain, yang sama sekali baru dalam UUHC 2016 
ini diberikan komentar mendalam, antara lain: ekpresi 
budaya tradisional, lembaga manajemen kolektif, perubahan 
jangka waktu pelindungan, tindakan pendahuluan dan 
perubahan delik. Keseluruhan komentar tersebut diharapkan 
menambah informasi bagi para pembaca. 
Akhirnya, Penulis sangat menyadari akan kekurangan 
buku ini, sehingga para pembaca diharapkan memberikan 
kritik atas komentar ini. Dengan demikian, kerja sama yang 
baik ini akan meningkatkan kualitas literatur hukum 
kekayaan intelektual di negara kita. 
Terimakasih yang tak terhingga disampaikan kepada 
Prof. Em. Dr. Eddy Damian, S.H., sebagai pemimpin Penerbit 
PT. Alumni dan sejawat Penulis di dunia pendidikan tinggi 
hukum, yang selalu bersedia menerbitkan buku-buku karya 
tulis Penulis dengan mutu yang ekselen dan dalam waktu 
yang amat singkat. Kepada beliau juga disampaikan terima 
kasih atas kesediaan beliau menjadi promotor Penulis. 
sepanjang masa yang secara konsisten mendorong Penulis 
untuk terus berkarya di bidang ilmu pengetahuan hukum. 
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